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TENTANS

RELALTAN

DEMNGAN RAHMAT TUHAN YANC MAHA EBA

1.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESLA

bahwa MNegara KHesatuan Hepublik lndonesia  sebagal
negara kepulauan memiliki sumber daya alam  yanp
melitnpab yang merupakan rahmar dan karunia Tuhan
Yang Maha Esa hagi seluruk bangss dan ncgara
Indonesia yang harus dikelola sceara berkelanjutan untuk
e rng] ukan kesejahtrraan LRI sehagaimuana
iamanatkan dalam  Undapp-Undaag  Dasar  Negara
Republik Indones:a Tahun 1945;

bahwa wilavah laul sebagni bagian terbesar dari wilaysh
Indonesia yang memiliki posisi dan nilal swrategis daci
berbiagal aspek kehdupan  yang mencakup  politik,
tkonomi, sosial budava, pertahanan, dan keamanan
metupakan modal dasar pembangunan nasional,

banwa pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan
melalui senuab gersnghka hokum untuk  memberikan
kepastian hukum dur manfaat bapi selurub masyarakat
ebagsl negara kepulavan vanyg berciri nusantara;

hahwa bhardasarkan pertimbangan SEDAFEIMATA
dimaksud dalam huruf a, hural b, dat huocof e, perlu
membentulk Undang-Undang tectang Kelautan,

Pasal 20, Pasal 220 gyval 1], Pasal 25A, dan Pasal 33 avat
3] Undang-Undang Dasar Negars Hepublik Indoncsie Tabun
1445;

Pengan ...
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MEMUTUSKAN;

Menetapkar :© UNDANG-UNDANG TEXTANG KEELAUTAN,

BAB I
KETENTUAN UMM

Pasal I

Nalam Undung-Undang .ni vang dimaksud dengan:

l.

Laut adalah rusung perairan d muks  buamd VAT
menghubungkan daratan  dengan daratan dan bemtoek-
bentuk  alamiah  lainnya, yang metrupatcan  kesatuan
peugrafis dan ckoiogis bescrta segenap unsur lerkait, dan
yang batas dan sistemnya ditentulkan oleh peraturan
perundung-undengan dan hukwn intermnasionsl.

Kelautan  adalah hai yong berhubungar dengan Laud
danfaran kegiatan Jdi wilayah Lau® yang meliputy dasar
Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukann
Lasiat, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Fulau adalah wilayah derstan yung terbentuk secars
alamiah  vang dikelilingi air dan berada di  atas
opermukadar air pada walktu air [rASATIE,

Kepulanar  adalah sualn guguser Pulau, termasulb
bagian  Pulau dan pecairan di anlara pulau-pulay
lersebut,  dan lain-tain wujud  alamiah yang
hubungannva satu sama lain demikian erat sehinpra
pulau-puiau, perairan, dan woajud slamah lainnya it
merupakan satu kesalusn geograli, ckonomi, pcrtahanen
dén keamenan serla politik yang hakiki ataw VENE BEcara
histons diangean sebagai demikian,

=. Mcopara ...
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Negara Kepulauan adalah negara vang seluruhnya terdisi
alas salu atau letuh kepulauan dan dapat mencaloan
pulau-palau laie.

Pembangunan Kelautan adalah  pembangunan yang
memiberl arahan dalam pendayapgunaon sumber daya
Eclautan uncik mewujudkan pertumbuhan  ekonommi,
pemerataar kesejahieraan, dan  keterpeliharaan daya
dukung ekosistemn pesizir dan Laut,

Sumber Laya Kelautan adalah sumber daya Laul, baik
vang dapat diperbaharul maupun yeng tidak dapat
ciperbaburui yang memiliki keunggulan  kemparatil dan
kompetiti! serta dapat diperighankan dalam  jangka
PATLEMNE.

Fengelolaan Kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan,
penyediaan, pengusshaan, dan pemanfaatan Sumber
Dave Kelauter scrta konservasi Laut.

Pengclolaan Ruang Laut  adalah PETCICATIAATD,
pomantaatan, pengawasan, dan pengendslian ruang
Laut.

Felindungan Lingkungar Laut adalah upaya sislematis
dan terpadu yang Silakukan untuk melestarikan Sumber
Daya kKelautan dan mencegah terjadinva pencemaran
dan/atau kcorusakan lmgkungan di Laut yang meliputi
konservasl  Laul, pengendalian  pencemaran  Laut,
renanggulangan bencana Kelautan, penccgahan dan
pPooanggulangan  pencemaran, sorta kerusakan dan
benecana.

Pencomaran Laut adalah measvk atau dimasukkannya
makhluk dup, zaz, energi, dan/aten komponen lain ke
dalam lingkungan Laut o:ch kegiatan manusia sehingga
melampsw baku mutu hngkungan Lawvt yang telah
ditctapkarn.

FPemerintah *usat yang sclanjutnya disebut Pemerintah
adalah Tresiden Republik Indonesia yang memcgang
kekuassan pemerintahan negara Republik Indonesia
vang dibantu cleh Wakil Presiden &an menter
sebapaimana cimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Wepara Republik Indonesia Tabhun 2945,

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebapai unsur
penyelengrara Pemerintaban Dacrah yanpg memimpin
pelaksanaan  urysan  pemerinighzan yang  menjadi
kewehangan dagtah otonaom.

14. Menteri ...
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4. Mentert adalah menteri yang menvyelenggarakan urusan

pemenmisban di bidang Kelaoian.

BAB ]
ASAS DAN TUJIUIAN

fasal 3

FPenyelenggaraan Kelattao dilaksanakan berdasarkan asas:

.

(=

noo

T T

[ o Nl

keberlanpatan,
kongislensi;
keterpaduan;

kepaslian huokuns:
kcmirraan;

pemerataan;

Feran =orta masvarakat;
keeterbukaan:
desentralisasi,
akuniabilitas; dan

kcadilan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kelautan ertujuan untuk:

=

menegaskan ludunesia sebagal Negara Kepulavan bercir
nusantara dan roacitim;

mendaragunakan  Sumber Daya Kelavtan danjfatan
kegiatan  dr owalayab  Laat  sesuar cdengan kerantuan
poraturan perandang undangan dan hukum laut
mmtrrmasional dermu tercapainya kemakmuran bangsa dan

ncgara,

mewujudkan Lot yong lestari serta aman sebagai naang
hidup dan reang juang bangsa Indonesia;

d. memanfastkan .
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rnemaniaatkan  Sumber  Daya Kelautan SECATS

berkelanjuran  untul  sehesar-besarnya  kesejahteraan
bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan Kepentingan
generas’ mendatang;

memajukan  budaya den penpetahuan  Kelautan bagi
masyarakar;

mengembangkan sumber daya manusia di bidang
Kelautan yang profesiocal, beretika, berdedikasi, dan
mampy  mengedepankan  kepentingan  nasional dalam
menduxung Pembangunan Kelautan secera oplmal dan
rerpaa;

memberigan kepastan hukum dan manfaat bapi seluruh
masyarakal sebagai Nepara Kepulauan; dan

mengembangkar  peran Negara  Kesatuan  Republik
Indoncsia dalam percaluran  Kelautan pglobal  sesiini
dengan hukom laul internasional untuk kepentingsn
bangsa dan negara.

EAE (Il
EUANG LINGELUFP

Pasal &

Fuang lingkup Undang-Undang mi mchiputl pengaturan
penyelengaaraan Keautan Indonesia secara terpadu dan
berkelanjutan  untuk  mengembangkan kemakmuran

FLERATH.

FPenyelengearaan  Kelautan  Indonesia  sebagaimana
dimaksud paca ayat (1) melipuri:

A, wiayan Laur;

b. FPembangunan Kelauran;
c. Yengelolaan Kelautan,

d pengembangan Kelautan;

e, pengelolaan roang Lavt den Pelindungan Linghkungan
Laut;

. perlahanan .
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. pertahanan, WKeamanan, penegakan  hukum, dan
leezelamatan di Laut; dan

E. tata kelola dan kelembapgaan.

BAT [V
WILAYAR LAUT

Erapian Kesatu

Dmum

Fasal 5

[1} Indoncziz merupakan negara kepulavan yany selunihnya

(2]

(3

(1]

ey

terdiri atas kepulauan-kepulavan dan mencakup pulau-
oulau besar dan kecil yang merupakan saty kesaluan
wilayah, politic, ekonomi, sosizl budaya, dan historis
yang balas-batas wilavahnya ditarik dari garis panpkal
kepulavan.

Kedaulatan Indonesia scbagal negara kepulauen meliputi
wilayah  daratan, peraian pedalaman,  perairan
kepulauan, dan Jaur teritorial, termasul ruang udara di
arasnys  serla dasar Laut dan tanak di bawahnya,
tertmasuk kekeyaan alam vang terkandung Jdi dalamnya.

Kedaulatan [ndonesia sebagaimana dimaksud pada avat
(2] rminduk pada kerentuan  persturan perundang-
undar:gan,  Konwvensi  Perserikatan  Bangaa-Bangsa
tertang  Hukuam  Laut Tabun  [9R2, dan  hukum
internasional yang terkail,

Pusal A

Wilayah Laut icrdiri atas wilayah peraicsn dan wilayah
yurisdiksl serta laul lepas dan kawasan dasar lan!
inlermagional,

Wegara Kesdluan Hepublik Indonesia berhal: melaligkan
pengeleolaan  dan  pemanlzatan  kekayagn alam  dan
lingkunpan Laut di wilayeh Laut sebagaimana dirnaksud
pada avat (1),

(3] Pengeiolaat ...
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(4 Pengelolzen dan pemanfaatan sehapaimana  dimaksurd
pada ayat (2] dilaksanaxan wsesuai dengan ketentuan
poraturan perundang-undangan dan hukum
LLEF T SIOT AL

Bagian Kedua
Wilayah Ferairan dan Wilayah Yurisdiksi

Pagal 7
(1} Wilayah perairan zebagaimana dimalksud dalam Pasal &
avar (1) meliputi:
&. perairan pedalaman:
b. perairan zepulavan; dan
€. laur teritorial,

() Wilavah yurisdiksi sebagainana dimaksuel dulam Pasal &
Aavdt [1] meliputi;

a. zona tambaban,
b zona ekonomi ckskluzif Tndonesia; dan
. landas kooiaen,
{3] Negara Kesaruan Republik Indanesia memiliki:

A, wedaulatan  pada  perairan  pedaluman,  perairan
¥epulauan, dan laut teritarial;

b. yursdiksi tertentu pada zona wambahan; dan

c. hak berdaulet pada zona ekonomi eiksklasif dan landas
kanlinen.

(4] Kedaulatarn, yurisdikar iertentu, dan hak Dbeedavlaet
di dalam  wilavah perairan dan  wilavah yurisdiks
sebapaimana dimaksud pada avat [2] dilakssnakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan hukusm lernasional

Pa=al 8

(1} Negara Kesatean Repablik Indapesia berhak menctapkan
zota tambahan [cdonesis. hingpa farak 24 [dua puluh
empat) mil laut dari garis pangkal.

(2] M Fona .
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(2] Di zana tambahen Indonesia herhak wntuk

a. mencegah pelangearan ketentuan peraturan
perundatg-undangan  tentang bea cukai, fiskal,
imigrasi, ataur =zaniter & dalam wldavab atau lauat
teritonalnya; dan

v menghukum  pelanpgaran erhadap ketentuan
peraturan perandang-undangan schagaimana
dimaksud pada hurul a yang dilakukan i dalam
wilayah atau laut teritorialnya.

{1 Penetapan dan pengelolaan zona tambahan Indonesia
sebageimans dimaksud pada avat (i1 dan ayat [2) diatur
sezuai  dengan  kerentnan  peraturan  perundang-
undangan,

Pasgl 9

(1] Negara Kesatuan Repudlik indonesia herhak untuk
méngklaim landas kontinen di luar 200 {dua ratus) mil
laut dari garis pangkal.

(2] Batas landas kontinen di luar 200 [dua ratus) mil laat
dan guris pangkal haras disampalkan dan dimintakan
rekomendasi  kepada  Homiasi  Batas-Batas  Lenday
Kontinen Feracrikatan Nangsa-Bangsa sebelum
ditetapken scbapay landaz Rontinen  Indoncsia oleh
Pemerintal.

[3] Landas kontinen di luar 200 {dua ratus) mil laut vang
telah ditetapkan harus dikelales sesual dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan dan hokoam Jaul
tnternasional.

Bagiar: Keliga
Laut Lepas dan

Kawasan Dasar Laut Intarnasional

Pasal 200

(1} Laut lepas meropakan bagian dari Laut yang tidalk
termasuk dalam zong ekonomi c4sklasif, laut tericcrial,
peraivan kepulsuar, dan perairan pedalaman.

[2) Kawasan ...
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Kawasun dasar La:! internasionel merupakan dasar Laut
serta tunah di bawahnya vang (arletak di luar batas-batas
yurisdiksr nasioral,

Pasgal 1

Negara Kesatuan Republik [ndonesia berhalbe melakukan
konscrvasi dan pengelolaan sumber dava havat di laut
lepas,

Di laut lepas Pemerintah wajib.
#. memberantas kejahatan internasonal;
b memberantss siaran eclap.,

< melindungi kapal nasional, baik €i hidang tekris,
administratil, maupun snzial;

. melakukar: pengejaran seketika,

c. mencegah  dan menanpggulangl Pencemaran  Laut
dernpgan bekerjo sama dengmn negara atau lembaga
Internasional terkais; dan

f. berpartisipesi dalam pengelolaan perkanan melalui
forurn pengelolaan perikanan regional  dan
irtercasional,

Femberantesan kegjahatan internasional i Jawt lcpas
seoagaimana dimaksud pada avat (2] hurul & dilakukan
melalai kerja sama dengan negara lain.

Kongervasi dan  pengelolaan  sumber  dave  hayati
selmpaimana  dimaksud pade ayat (1) dilaksanakan
berdasurkan ketentuan peratursn perundang-undangan
dan hukurmn intcrnasional,

1*asnl 12

D1 Kawasan Dasar Lau: [nternasignal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pemerintah berwenang
tembilat perjanjlan atau bekerja same dengan lembaga
internasignal terkait,

Perjaman atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat 1| dilaxsanakan sesuai denpan ketentuan peraturan
perurdang-undangan Jdan hukum laut internasional.

BAB WV _..
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BAR WV .
PEMBANCUNAN KELAUTAY

Pusal 13

Perbungunan  Kelautan dilaksanakan sebagai bapian
dari  pembangunan  nasional  untuk  mewujudkan
[ndonesia menjadi nepara kepulavan yang mandiv, cnaju,
kuut, dan berbagiskan kepentingar nasional.

Pembangunan Kelautan sebagaimena dimaksud pads
avat (1} diselengparakan melalui serumusan den
pelaksanaan kebijakan:

A, pengclolaan Sumber Daya Kelautan;
b pengembangan sumbes days manusia;

€. portabanar, keamanan, penegakan hukum, dan
keselamalsr di Laut,

. ata kelola dan kelembagaan;
£. pecringkatan kessjahteraan:
I ekonomi Kelautan;

E. npengelolaan ruang Laue dan Pelindungan Lingkungan
Lauly dan

h. budava bahard.

Proses penyusunan kebijakan Pembenpgunan Kelautan
sebagaimana dimalksud  pads ayat (1] dan ayat (2)
dilaksanakan sehagai berikut:

A. Pemerintal menetapkan  kebijakan Pembanguinan
Kelwutan terpedu jangka parmgang sesuval dengan
ketentuan peraturan perundanp-undangan;

b, Pemerintah menetapkan kebijjakan Pembangunan
Kelautan terpadu  jacpka mepetgall dan  jangka
petdel; dan

. kebijakan Fembiarinan Kelautan dijabarkar
ke dalam program  selinp scklor dalsam  rencans
pcmbanganan dan  pengelolaan Sumber  Daya
Keiautan.

Katerifuan lebaby lanjut MmengeTial kebijakan
Pembanpunan  Kelaulan sebagaimana  dimaksud  pada
aval (2] diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAE VI ..
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FENGELOLAAN KTELAUTAN

Bagiarn Kesalu

L i

Fasgal 14

Pemerintah  dan Pemerintah  Daerah sesual dengan
kewenanguonya melakukan Pengelolaan Kelautan untuk
sebesar-besarmnya kemakmuran rakyat melalug
pernantaatan dan pengusahean Sumber Daya Kelautan
dengan menggunakan prinsip ekonomi biru.

PFmanFaatan Sumber  Daya kelautan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1] dapet melipuri:

A, prerikanan;

b, energi dan sumber daya mineral;

c. sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
d. sumber daya nunkonvensiona),

Pengusahaan Sumber Daya Kelaulan schagaimana
dimaksud pada ayat (1] dapat herups;

a. industri Kelautan

b. wisata baharn;

. perhubungar Laurc; dan
d, Bangunan Laut.

Pasal 15

Dalam rangka pemanfaatan dan pengusahaan Sumber
Claye Kcolauran scbhagaimans dimeksud dalam Pasal 14,
Pemmerintah menetapkan kebijakan ekonomi Kelaatan.

Kebijakan ekonomi Kelautan sebagaimarna dimaksud
pada avat (1] bertwjuan untuk menjadikan Kelautan
schagal basis pembangunan ekenomi.

i3] Basis ..
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(4] Basis pembangunan ckonotm sehagaimana dimaksud
pada avat [2] dilaksanakan melalui penciptaan usaha
yang schal dan peningkatan  kesejahterasn  rakyat,
lerdlaens masvarakat pesisic deogen mengembangkan
kegiatan ekonom) produktil, mandiri, dan menmutamakan
kepentingan nasional.

(4] Untiik menjadikan Kelaulun sebagai basis pembangunan
ekonomi bangea scbagaimang dimakzud pada ayat |2),
Pemerimtah wank menyertakan luas wileyah Leut sehagai
desar pengaiokasian anggaran Fembangunan Kelautan,

{2] Anggaran Pembangunan Kelautan berasal darl anggaran
pendapatan dan belanja negara dan/atag  angpgaran
pendapatat: dan belanja daerah.

Bagian Kedua,

Pcmanfaatan Sumber Daya Kelautan

Paragral 1
Perbcanan

Pasal 16

Femernntah mengatur pengelolaan sumber dayva kan di
wilayah pergicen dan wilayah yuriadiksi secla menjatankan
pengaturan sumber daya ikan di Laut lepas berdasarkan
kerja sama dengan negara lain dan hokum internasiomal.

Pagal .Y
(1} Pemmernntah mengoordinasiZan pengeloiaan sumber daya
an serte momiasilitas: teroujudnya industel perikanan.

(2} Dalam memfasilitasi lerwujudnya  industri perikanan
schagaimana  dimaksud  pada  aval (1], Pemerinlah
bertanggung jawah:

a. menjaga kelestarian sumber daya ikan;

Ir. tnenjamin  iklim usaha Ar kondusil  bagi
J -
porbanpunan perikdandn; dan

c. melakukan ...
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c. tnelaxukan perluasan Kesempatan kerje dalam rangka
meningkatkan taraf hidup nelavan dan pembudidaya
ikan.

Pasal 18

Untuk kepentingan diacribusi hasi! perikkanan, Pemerintah
mengatue sisiem logistik ikan nasiomal,

(1]

{2]

(1)

[}

[1]

(%)

Fasal 149

Daiam rangka peningkatan Jsaha  perikanan, pikak
perbankan  hertangpung  jawab  dalam  pendanaan
suprastruktur useha perkanan,

Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayar (1) diatur
dalam undang-undanyg lersendirl.

FParagral 2
Enery? dun Sumber Daya Mineral

Pasal 28

Pomericitah mengembang«an dan memanfaatkan erergi
lerbarukan yung herssal dari Laut dan ditetapkan dalam

kebijzkan eneryl nasional.
Pernerintak ricmfbasilitas pengermnbangan dan

pcmanfaatan cnergl rerbarukan yanp berasal darl Laar i
daerah dengan memperhatikan polensi dacrah,

Fa=zal 2L

Pemerintah  mengatur dan menjamin  pemanfaatan
sumber daya rmuneral yang berasal dari Laut, dazar Laut,
dan tanak  dibawahava  untuk  sebesar-hesarnya
KEeMmamLuUran rafyat,

Pengaluran  pemanfaatan sumber  daya mineral
sebapgrmimana dimaraud pada avat (1) dilskokan sesoan
dengan peraturan perundang-urdangan dar hukom
intermasional,

Parapral 3 ...
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Paragral 3
Aumber Daya Pesisir
dan Pulau-Pulau Keeil

FPasal 22

(1) Pemerintah dan Pemerintah Dacrabh  sesual  dengan

{<)

(3

kewenangannva bertangging  jawab  menpelola  dan
memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau pulalg
kel

Fengelolaan dan pemanfaslan scbagaimana dimaksuod
pada ayat |1] bertujuan:

a. melindungt, FTIE AT S TS, mershabilitas:,
memarfaatican, dan memperkayva sumber dava pesisir
dan pulau- pulau kecil scrta sistemn ekolopisnya secara
berkelanjutan;

o, menciptakan  keharmonisan  dan sinergi antara
Pemerimiah don Pemeriotah Daecrah dalam
pengelolaan sumber daya pesisir dar pulau-pulan
kecll:

¢, memperkuar perarn serta masyarakat dan lembaga
pemenntah  serta mendorong  inisiatf masyarakat
dalam penpelolaan sumber daya pesisir dan pulau-
pulau kecil apar tercapal keadilan, keseimbangan,
dan berkelanjutan; dan

d meningkatkan nilai sosial, tkonomi, dan budaya
tnasyarakal melalul peran serta masyarakat dalam
pemanfaatan sumber duys pesisic dan pulau-pulau
kecil,

Pengelolaan dan pemanfazatan sumber dayva pesisir dan
pulau-pualai: kel vang meliputi sumber daya hayati,
sumber daye nonhayati, sumber daya buatan, dan jasa
lingkungan dilaxsanakan  sesual dengan  ketentuan
peraluran perundang-undangan.

Paragrael 4 ...
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Paragraf <4

Sumber Daya Alam Nenkonvensione,

Pasal 23

Pengelolazn  dan  pemanfaatan  sumber daya  alam
nonkonvensional Kelautan dilakukzn untuk sebesar
besarnya kemakmuran rakyac,

cngelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dirmaksad
pada ayvat (1} dilaksanakan dengan berdasarkan pada
Prinsip pelestarian lingkuogan.

"asal 24

Pemerintah, FPemerintah  Daerah, dan  masyarakat
berfangepung jawah melaksanakan pelindungan,
pemanfaatan, dan  pengembangan sumber  dava
rnonkonvensional di idang Kelautan

Pelindunpan, pemanfaatan, tlan pengembangan
sebagrnimana  dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesual denpan ketentugn | peraturan | perundang-
undangan dan hukum laut internasional.

Bagian Kctiga
Pengusahaonn Surmber Daya Kelgutan

Paragral 1
Indusiri Kelautan

Pasal 23

[fengusabaan Sumber Daya Kelautan yang dilakukan
melalui penpelolaan dan pengembangan ndustri
Kelautan merupakan bagian yang integral dari kebijjakan
pengalnlaan dan pengembangan industri nasional,

Indusin Kelautsn sebapaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi indoseel hintekcalngl, industri matitm, dan jesa
maritim.

(1) Pengelelaan ...
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Pengelolaan  dan  pengembangan  industryi Kelautan
sebageimana dimaksud pada ayat {1) meliputl prazarana
dan sarana, risct ilmu pengetabuan dan teknoboai,
inovasi, sumber daya manusia, scrta ndustri kreatif dan
pembiaynan.

Pemerintah  dan Pemerintah Duersh  sesuam  dengan
kewenanpannya wajib melakukan pembinazn terhadap
peninglatan Kualitas dan kuantitas pendubung industri
Kelautan berskala usaha mikro, kecil, dan menenpah
daelam rangka menunjang ckonomi ralvat.

Fasal 26

Pemerintah dan Pemerinlabh Daerah bercanppung jawah
mengembangkan dan meningkatkan industel binteknologi
Kelautan sebapaimeang dimulksud dalam Pasal 25 avat [2].

[ndustn bicteknoloei Kelawtan sehagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan denpgan memanfaatlean polensi
keanckaragaman havati.

Industri bigtekneolegl Kelavtan schagaimans dimaisud
pada ayat {1] bertujuan unouk:

a. meneegah punahnyas biota Laul akioat eksplorasi
berlebihy;

b. menghasilkan berbagai produk baru YANE MEempunyal
nilal tambah;

. MEOgUTing) ketergantutigan InpoT tdengraan
memproduks berbagal produk substitusi imper;

d. mengembangkan teknologi ramah lmgkungan pada
sellap industn biotcknolopi Kelautan: dan

¢ mengembangkan  sislem pengelolaan  sumber duava
Laul secara berkesinambungan.

Pagal 27
[ndustri marilim  dan jssa maritim sebagaimana

ditnadesad  dalaon Pasal 25 ayal [2]  dilaksanalan
berdasarkan pada kebijakan Pembacgunan Kelautan,

(2] Dalam ...
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Dalam rangka keberlanutan industn maritim dan Jasa
maribim  urntuk  kesejahteraan rakyat, digunalkan
kebtjakan ekonom Kelautan,

Industr: maritin sebagaimana dimaksud padz ayat (1)
dapat berupa:

a. palangan xapal,

b. pengadasan dan pembuatan sukn cadang,
oo perdlatan kapal; danfalay

d. perawatan kapal.

Jasa maritim scbagaimana dimaksud pada ayar [1) dapsat
berupu;

a. pendidikan dan pelatihan;

b. pengangkalan benda berharga aszal muatan kapa)
tenggelam;

pengerukan dan pembersiban alur pelayacan;
. reklamasg;

pencarian dan pertolongan;

remedias ingkungarn:;

jass konstraksi; dan/atau

T S =T

. AngAutan - sungai, danau, penyeberanpun, dan
antarpulau

Eﬂt&ﬂt!JHn lebib lanma: mengenai mdusici maritim can
laza maritim diatar dalam Peraturan Pemerintah.

Faragral 2
Wisala Bahars

Pasal 38

Pemerintah  dan  Pemcrintabh Daerah  sesumi dengan
i{n.'_:wcnaﬂgaun}'a memlasilitasl  pengembangan  potensi
wisata  bhahari  dengan  mengacy  pada  kehijakan
pengembanygan pariwisaty nasional,

Keberlanjutan wisata bahar schagaumena dimaksid
pade ayat (1) dityjukan untuk kessjahteraan rabcyat,

(- Perngembangan ...
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Fengembangan  wisata bahari  dilaksanakan dengan
memperimbangkan aspek kepemiingarn masyarakat loka.
dan kearifan lokal serta harus memperhatikarn kawasam
lotvservasi perairan,

Pengembangan  dan  peoningkalan wisala oahard
sebagaimana  dimaksud pada  ayal (1) dilaksanakan
sesuar  dengan ketentuan  persluran perendang-
rndangan.,

Faragrafl 3
Perhubungan Laure

Pazul 29

Pemerintak  dan Pemenntah  Daerah  sesuel denpgan
Kewcnangannyzs mecngembangkan potansi dan
meningkatkan peran perhubangan Laut,

Dalum pengembangan potensi dan pemingkatan poran
perhubungan Laul sebagaimana dimaksud pads avat [1),
Pemerintak mengembangkan dan nenetapkan tatanan
kepelabuhanan dan sistem pelaouban yang ancal,

Tatanan kepelabuhanan  yang  andal scbagammang
dimaksud pada avat (2) melipur  pencotuan  lokasi
pelabuhan  Lau: dalam  yang dapat melayani  kapal
gcnerasi mutakhir dan penetapan pelatuhan hub.

Sistem pelabuhan yang andal selbagaimana dimaksud
pada ayat (2] bercirikan:

a. efisien dan berstandar internasional;
li. bebas monopoli;

. mendukung  konekfivites  antarpulan,  termasuk
antara  puluu-pulav keeil  terluac dengan pulag
W uknya;

d. kelersediaan Gusilitas kepelabuhanan di pulau-pailay
kecil terluar;

€. keterzediaan fasililas  kepeiabuhanan, (ermasuk
fasilitas  lingzungan dan oencegahan  pencemaran
hngkungan, dan

i. keterpaduen antara termical dan kapal,

Pugal 30 .
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Pasal 30

(1] Femenntah  dan Pemnerintah Daerah sesual dengan
kewerangan:rs wi]ily mengembangkan dan
meningkatkan pengeunssn angkutan persitan dalam
rapgka  konchknvitas antarwilayah  Negare  Kesatuan
Fepublik [ndonesia.

(2} Dalam rangka pengembangan den peningkatan anglutan
peraican sebagaimana  dimaksud  pada  avat (1),
Pemerinleh  melaksanakan  kebijakan  pengembangan
armadsa nasional.

(4 Pemerintah mengaiir kebijakan sumber pembiayaan dan
perpajakan yang berpihak pada kemudaban
pengembangan sarara prasarana periubucgan  Laus
serta infrastruktur dan suprastruktur kepetabuhanan.

(4) Pemerinlah  memfasilitasl sumber pembiavesn usaha
perhulrungan  Laut  melalui kebijakan perbankan
nasnal.

Pazal 31

Fengembangan potens. perhubungan Lau! sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dilaksanakan sesusi
dengan ketentuan peraturan perundang-undangarn.

Faragraf d
Bangunan Lact

Pasal 32

(1} Dalarm ranpgka keselamatar pelaydran semua beniuk
bangunan dar ipgstalas: di Laut tidak mengganggu, baik
alur pelavaran maupun alur Taut kepulavan Indonesia.

2 Avea ;_:p_r:rasi dari bangunan dan instalasi di Laut tidak
melebihi daersh keselamatan yang telab ditent.ikan.

(3] Penggunaatn  mrca  operasional  dari bangunan  dan
instalasi di Laut vang meledibi daerah keselamaran VAL
telah ditentukan sebwpuimana dirmaksad pada ayar [2]
harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang,

(4} Pendirian ...
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i) Pendinen danfalsuw penempatan barpunan Laur wajib
memperiimbangkan kelestarian sumber daya pesigir an
Pllau-pulau keci:.

(3] Ketontuzn menganal krteria, persyaracat, tlan
mekamsme pendinan dan/atay penemprtan bBangunan
di Lawt diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 33

Petnerintah  bertanpgiing  jawab melakuken PCTIEA WA A
terhadap akuvitas pembongkaran banpunan dan instalasi o;
Laut yang sudab tidak berfungsi.

BAB VII
CENGEMBANGAN KELAUTAN

Bagian Kesatu

L'mum

Fazal 34

Penpembangan Kelautan melipusi:

B pongembangan sumber dayva manusia;

b. riset ilmu pengetakuan dar teknologi;

¢, sistem informasi dan dats Kelgutan; dan
kerja sama Kelautan.

Bagian Kedua

Pengembangan Sumber Daya Marusis

Dazal 35

[1] Pemeriniash dan Pemerintah  Daerah  sesuai dengan
kewenwngannya lertangoung jawab menyclengearakan
pengernbangan sumber tlaym MAnUSia melalui
pondidikan,

(2] Penyelenggaraar ..,
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Penyelengearsan pendidikan sebagaimnana dimaksudd
pada ayat 1) dapat bekena sama dengan berbagai pihak,
baik pada ting<at naszinnal maupun pada ringkar
internaginonal vang herbasis kompelensl pada bidang
Kelautar:.

Penyeienggaraan pendidikan dilaksanakan sesua dengan
ketontuan peraturan perundacg-undanean.

Pasal 26

Dalam pefigembangan sumlwr duya manusia
sehagaimany dimaksud dalamm Pasal 35, Pemerintah
menetapkan  kebijakan  pengembangan  sumber daya
manusia dan kebijakan budayve bahari.

Kebjjakan  pengembangan  stmber  daya manusia
schagaimans dimaksud pada ayal (1) dilakukan melalui:

a. peningkatan (asa di bidang Kelauran vang diimbangi
dengan ketergediaan lapangan kerg;

b. pengembangan standar  kompetensi sumber  daya
manusia di lndang Kelautan;

. PpCRningkatan dan PEORLALAT Peranan ilrea
pengetahuan can tcknologi, rfiser, dan pengembangun
sistern mlormasi Kelautan;

C. peningkatan gizi masyarakal Kelaulan; dan
e pemingkatan pelindungan ketenagakerjaan.

Keljjakan budaya Dbahari scbagaimaca dimaksud pada
ayat [1] dilekukan melalai;

a. peringkaran pendidikan dan penyadaran masyarakal
brrlang Kelautan yang diwngjudkan melalor semua
jalur, enis, dan jenjang pendidikan:

2. identilikasi dan inventarsasi mlai budaya dan sislem
sosial Kelautan di wilayah Negars Kesatuan Republik
Indonesia sebapai bagian dar sistermn kebudayaan
naeional; dan

2, pengembdngan Leknologi dengan Tetap
merperiimbangkan kearifan lokal.

(4] Ketentuam ...
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Ketentuan Iebih lanjut mengenai kebijakan  budaya
bahari sebageimana dimaksud paca ayat (3) diamuir dalam
Peraturan Pemenntah.

Bagian kctiga

Risct llmu Pengetahuan dan Teknolog

Pasal 37
Untuk meningkatkan kuaiilas PETSNCHITAND
Fembangunan Kelautan, Pemerimigh dan  Pemerintah
Draerab mengembanplan sislemn penelitian,

pengembangan, serta penerapan iimy pengotahuan dan
tcknologi Kelautan yang merupakan bagian integral dari
=istern nasivnal peselitian pengembangan ponerapan
reknokogl.

Dralam mengembangkan sislem penelitian sebagaimana
dunaksud pada ayal (L], Pemerintah  memfasilitasi
pendanaan, pengadaan, perbaikan, penambahan sarana
dan prasarana, serte poriznan untuk penelitian dan
pengembangan  ilmu penpgetabuan dan teknologi
Kelautan, baik zecars mandin maupun kerja sama lintas
seKtor dan antarnegara.

Histem penelitian sebagaimana dimaksud pada ayar |1
tidak termasuk penelitian yang bersifat komersial.

Pelaksanaan sistem penelitian sebagaimana dimaksud
pada  ayar (1) dilakukan sesual dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pemerintah bekerjn sama dengan Pemerintah Daerah
membentuk  puser  fasititas  Kelautan vang melipuri
asilitas pendidikan, pelatihan, dan penelitian  yatig
dilengkap! denpan presaraona kapal latih dan kapal
penelitian serla tenaga fungsional peneliti.

Eetenluan  mengenai  pembentukan  pusat silitne
Kelgutan ACTTaE tUgas, kewenangannyy, dan
pembiavaannya diatur dalam Peratcran Pemeriniah,

Pasal 39 ..,
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- Pasul 29

Pernerintah  mengacsr  pelaksanaan pecelilign ilmish
Krelautan dalam rangkas kerja sama pencliban dengan
pthak azsmg.

Hazil pelakyanaan werja sama peneiitian dengan pmhak
using  scbapaimana  dimsksud  pada ayal (1) wajib
dilaperkan kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Bagian Keompat
Sistern Informeusi dan Deta Kelautan

[*asal 41)

Pemerintah  dan  Pemerintah  Deerah  menghimpun,
nenyusun, mengelola, memelihare, dan mengembanpgkan
sigtem informasi dan data delautan dari Derbagad sumber
bagi kepentingan  Pembangunan  Kelautan  nasional
bercasarkan prinsip keterbukanr irformasi publik sesuai
dengan xelentusn peraluran perundang-undangar.

Bistemn  infurmasi  dan  data  Kelaulan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi 3 (B1ga) kalepori:

f. hasil penelirian ilmiah Keilgutan valg herupa data
numerik oeacria analisisnya;

b. nasi penelitian yang berupa data spasial besera
snalisiscva; dan

C. penge.slaan Sumber Daya  Kelautan, konservasi
perairan, dan pengembangan teknologi Kelautan.

Sistern  [nfortrast dan data Ke'auran sebapguimana
dirmaksud pada avat () huraf a an dats rerbeail yimtemn
keamanan  Lavt disimpan, dikelola, thmmutakhirkan,
dikoordinasikan, dan diintegrasikan cleh
kementerian/ lembapa  yanpg  ditunjul  sesuai dengan
ketenruan peraturan perundang-undangan.

4] Listem ..,
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Sister: informasi dan deta Kelaatan hasil penelilian
Berapa  date yang perla dibust peota schagaimana
dJimaksud pada ayat (2) huraf b dan hurof ¢ disinpan,
dikelela, dimutakhirkan, =erta dikoordinasikan eolch
lembaga penelilian negara secsuail dengan  ketentoan
peraluran perundang-undangan.

EBapizn Kelima

Kerjn Sama Kelautan

Fasal 41

Kerja sama di bidang Kelautan Japul dilaksanakan pada
ringka nasigpal dan internasional denpan
mcngulamskan kepentingan nasional bapi kemandirian
bargsy,

Kerja sama pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat |1) ditaksanakan dalam renpka sincrgi

d. anfarsektor;

b. anfarg pusat dan caerah;

¢, antarpernerintah daerah; dan

d. antarpemangku kepentingan.

Ker's sama hidang Kelautan pada tingkat internasioral
schagnimana cimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
secara bilateral, reginnal, atas moltilateral,

Kerja suma pada tingkat intcrnasional sthagaimars
dimaksuld pada ayat [1) dilakssnaean sesyai dengan

ketentuan peraturan perundang-un dangsan dan hukum
layL intcrnasional

Pernerintab mendarong aklivilas eksplorasi,
pemanipgtan, dan pengelolaan Jumber Daya Kelautan d
aut lepas  sesual  dengsn keteatuan  hukum laut
internazional.

BAE VI ...



£,

s

E SIGE R
IRtz MM ESiA

_ag

GAR VI
FENGELOLAAN BRUANG LALT
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Bipian Kezatn

Penpelomsan Eusng Laut

Pasal 42

Pengelolaan ruang Lau dilakukan untuk:

8, melindungi sumber dava dan lingkubgan dengan
berdasar pada daya dukung bogkungan dan kearifan
lonsal;

b. memaniaatken potensi sumber daya danfatau

kkegintan di wilayah Laut yang berskalta nasional dan
internasional; dan

¢. mengembangkan kawssan potensial menjadi ousat
kegiatan produlksi, distribusi, don jesa,

Fengelolaanr ruang  Laut melipull  porencanaan,
pemanlaalan, pecngawasan, dan pengendalian.

Pengelolaan ruang Lawt sebagaimana dimaksud pada
ayat 2] dilaksanakan denegan berdasarkan karakteristik
Negara HKesatuan Republik Indonesia sebagai negara
kepulauan dan mempertimbangkan potensi sumber daya
dan lingkungan Kelautan.

Paxg] 43
Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimalkesud dalam
Pasn. 42 ayat [2} meliputi:
B perencinaan tate raang Lavt nasional;

b. perencanaan zonasi wilayah pesisic dan pulag-pulae
keeil: dan

¢ PErETICANAAn Zonas: Kawasan Lauf.

Perencenaan tald ruang Laut nasional sebapaimana
dirmaksud pada ayat (1) bhucof a merupakan proses
porencandan untux menghasikan  rencana tata ruang
Laut nasional.

3] Perencanaan ..,
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Perencanaan zonasl wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecll sebapaimana dimas«sud pada ayrat (1) hural b
dilaksanakan sesual dengan  kelentuan  perelulran
perundang-undangan.

Perencunasrn zonast  kawasan  Laut sebapaimana
dimabesed pada ayat (1) hural ¢ merupakan perencanaan
untuik menghasilkan rencana zonas: kawasen siraieps
nasional, renceoa zunasi Kawasan strategis nasional
tertentu, dar rencany wunasi Kawasan antarwilayah.

Ketentuan lebih lanjur mengenai perencanaan ruang Laut
scbagaimana dimaksud pada ayat (1] dialur dengan
Feraturan Permerintah,

Posal 44

Pemanfzatan ruang [aur asbagaimana dimaksud dalam
Pagal 42 aya: (2) dilakukan mclalu

d. perumusan kehijakan  stratepis  operasicnalisasi
rencana @ta rudng Laut nasienal dan rencana 2onasi
kawasan Laut;

0. perumusan program zekioral  dalam pangka
perwujudan rencana lata ruang Laut nasional dan
rencana #onasi kawasan Laut; dan

¢. pelaksanaan program stratepis dan sektoral dalam
ranglta  mewujudkan  encana  tata rusng Laut
nasicnal dan zonasi kawasar Lagt.

Femaniaatan ruang Laut di wilayah pesisir dan pulau-
pulau  kecil  dilakvksn  scsuai deogan ketentuan
peraturan perundang-ucdangan.

Pasm! 45

F‘cngalwas.-:an xebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat
(4] dilakukan melalui tindakan pemeantauan, evaluass,
dan pelaporan.

Pn_:mantauart, evaluasi, dun pelaporan  sebagaimana
dimaksud pada aya: (1) dilexukan  sesus dengan
ketertuan peraturan perundung-undangan.

Fazal 46 ..
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Pasal 46

l'engendalian  pemanfaalan ruang  Laut  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayar (2) dilakukan melalui
perinan, pemberian insentd, dan pengenaan sanksi.

Pazal 47

(1) Setiap orang yang melaKukan pemanfaatan ruang Laut
secara  menetap di wilayah  perairan dan  wilayahb
yuarisdiksi wajibh memiliki izin lnkasi

(2] lzin lokasi yeng berada di wilayah pesisir dan pulai-
pulau  kegil  dilakuken  sesuni depgan  ketenfuan
peraturan perundang-undangan,

(3] Setiap orang yang mclakukan pemanfaatan ruang Lail
sgoara  mergtap di owileyah  perairan dan wilavah
yurisdik=: yeng tidak sesuai dengan izin yeng diberikan
dikenai sanksi administratf berupa;

8. PEringslan terpulis,

meneghentian semencara kepisatan:
penutupan lokasi;

- pencabutan igin;

pembacalan ivin; danfatau

L T C I - )

denda adnnnisiratif,

(4] Ketentuan mengenal izin lokasi di Laut vang berada di
wilayah perairan dan wilaysh yurisdiksi sthagaimana
dimalezud pada ayar {§] dan tala cara PENEenARn Sanlog;
administratil scbagaitoane dimaksud pada ayat {3) diatur
dengan Peraturan Pernerintal.

Fazal 43
Setinp orang yang melskulan pemanfaalan raang Lauc

sesugl dengan rencana zonas: dapat diberi insentif sesudl
dergan kerentuan peratyran perundang-undangan,

Pasal 49 ..
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Pasal 49

Betiap orang vang melakukan pemanfaatan ruang  Laat
secdrd menctap yang tidak memiliki izin lokesi sebagaimana
dirnsksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana
perjara paling lama 6 fenam) tahun dan pidana denda paling
banyak Ep20.003.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Bagian Kedua
Pelindungan Lingkungan Laut

Fasal S0

Pemerintah melakukan upaya pelindungan lingkungan Laut
melalu:

.
L=
2,

d.

(L)

(2]

[3]

(4]

kanservasi Laut;
Iengendalian Pencemaran Laut;
penanggulangan bencana Kelautan: dan

pencegahan dan prnanggulangan pencemaran,
ker:sakan, dan bencana.

Pasal 31

Femerintah  menetapkan  kebijakan konservasi  Laur
vebagal  hagian  yang  intcgral  deogan Pelindunpgzin
Linglningan Laut.

Pemerintah dun/atag Pemcrintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya memiliki hak peogelolaan atas kawasan
kunservasi  Laut scbagal bagian  dari  pelaksanasn
kebljakan Pelindungan Lingkungan Laut ssbuagaimana
dimaksud pada avat [1).

Kebyjakan kenservast Laut scbagaimany dimaksud pada
avdl {1] harus dlaksanakan secarn lintas sektor dan
lintas 2awaszn uoluk mondukung  Pelindunpun
Linghungan Lar,

Sehiap  sckior yang melaksanakan pembangunan  di
wilayah  perairan  dan  wilayah  yursdiksi  haros
memperhatigan kuwasan konservasi.

(2 Kebyakan ...
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Kebijakan dan pengelolaan konservasi Laut dilaksanakan
sesual  denpgan  ketentwar peraiuran pesundang-
undangan.

Pasal o2

Pencemaran Laut meliputi:

4. pencemaran yang berasal dar daratan;

b, pencemaran yang berasal daci kegiatan di Laut; Jdan
C. pencernaran yang berasal daci kepiatan dari udara.

Fencemaran Laur sehagaimana dimaksud pada ayal 1)
dapat terjadi:

a. i wilayah perairun atau wilayah vurisdiksi:

B. dari luat wilayah perairan acsu dard luar wilayah
yurusdiks:; atan

c. dari dalam wilavah perairan atau wilayah vurisdike;
ke luar wilayah vurisdikai [ndonesia,

Froses penyelesalan senpketa dap pcnerapan sanks.
Fencemaran Laur sebagaimana dimaksud pads avat (1]
dan ayal (2) dilaksanakan perdasarkan prinyip pencetnar
membayar dan prinsip kehali-hatian.

Ketentuan lebih lanjul mengenai proscs penyelesaian darn
sanksi tethadap Pencermaran Laut dilaksanakan sesuai
dengar ketentuan peraturan porundang-undangan.

Pasal 53
Bencana  Keluutan  dapat herupa  bencana vang
dizchabla:s:
a. fenomena alam;
b. pencemaran lingkungar; dan/acan
C. permandsan glihul

Bencana Kelautan yang disebabkan oleh fshomens alam
sebagaimana dimaksud pada ayst (1} Buruf a dapat
herupa:

a. gempa bumi;
b. Lsunami;

. rab ...
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c. rohb;
d. angin topan; dan
2, SETATNLARD howan 5Ccara MUsiman.,

Bencana Kelaulan yang dischabkan oleh pencemaran
lingkungan schagaimana dimaksud pada avat (1] kel b
tigpal berupa:

a. fenomena pasang merah (red tids);
b, pencemarar minyak:

¢, penccraran logam berar;

dl, dispers: thermal: dan

e. tadiasi nuklir.

Bencana hkelautan yanp disebalbkan oleh pemanasan
globel sebagaimana dimeksud pada avat (1) humf ¢ dapat
beripad:

0. Kenaikan suhu:
b. kenajkan muka air Laut; dan/atan

. el niro dan la rung,

Pasal 54

Dalar. mengantisipasi Pencemaran Laut dan bencana
Kelauran sebupaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan
Pasal 23, Pemerintah menetapkan kebijakan
penanggulangan dampak Pencemaran Lawl dan bencana
Eelautan,

Eelijakan penanggulangan dampak Pencemaran Laut
dun bencana Kelzutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} dapat dilakukan melalui-

&, porogembmopan sI1stem miliyasi bencana:

k. pengembangan sistem peringatan ding (eady 1warmig
system)|;

¢ PCREemlbmngan perencanaan  nasional NgRED
darural tumpaban minval di Laat;

d. pengembangan ..,
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d. pengembangan siztem pengendalian pencemaran Lauar
dan kerusakan ekosisrem Laul; den

e pengendalian dampak sisa-sisa bapguitan di Laul dan
akiivitas di Lavat,

Pasal 55
(1) Pomerintais dar Femerintah Daerah wiajlb
menyelenggaralan RIS[E0T pencegahan dan

penanggulangan pencemaran dan kerusakan linghungan
Laut.

(2) Pemeninlgh dan Ferneriritah Daergh
wajith  menyelenggaraksn  sistem pencegahan  dan
peonanggulangan  bencana  Kelautan  sebagni  bagian
¥ang terintegrast  dengan  sistem pencegahan dan
penanggulangan bencana nasional.

Pasal 26

(1] Pemerintah berlanggung jawab dalam melindung (un
melestarikan lingkungan Laut.

(£} Pelindurgan  :dam  pelestardan  lngkungan  Laut
sebagaimana dinsksud pada gyat (1) dilakuican melala
pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan
Laul dari sefiap Pencemarar Laut serlas PtAanganan
kerusakan linpkungan et

[3) Pemerintab: bexerja seema,  bailk  silsteral, regional,
mavpun multiateral dalam melaksarakan pencegahan,
pehgurangan, dan pengendalian scbagaimana dimaksiad
[pada ayat (2],

Pasal 57

PT:I[ndungan dan pelestarian lingkungan Laul scbagaimana
diraksud dalarm  TMasal 56 dilaksanakan berdasarkan

ketentuan pereturan perundang-uredangan dan hukum laue
internasicnal.

BAB |X ..
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BaB ix

PEETAHANAN, KEAMANAN, PENEGAKAN HUKLIM,

(1}

i<]

(3}

(1

(2]

[3)

DAN EESELAMATAN 1M LALY

Pagal 58

Untuk mengalola kedaulstan negara, mempertahanbkan
keutuhan wilayah MNegars Kesaluan Republik Indencsia,
dan melindung! segenap banpsa den seluruh tumpah
darah [ndones:a dari ancaman dan gangeusn terhadap
keutuhan bangsa dan negara di wilayah Laut, dibentuk
zistem perrahanac laul,

Sistem pertahanan laut sehagaimans dimeksud pada
ayat (1} diselengparakan oleh  kementerian  yang
menyclenggarakan  urusan  pemerintahan  di o bidang
pertahanan dan Tentars Nasional Indonesia.

Sistom pertananan laut scbagaimana dimaksud pacdw
ayat (2] dilaksanakan sesusi dengan ketentuan peraturan
perundarg-undangan.

Pasgal 59

Pernegakan kedaulatan dan hukum of: perairan Indonesia,
daser Leat, dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan
alam yang terkanducpg i dalamnya serta sanksi atas
peianggarannya diluksanaskan sesual dengan ketentuan
peraiiran pecrundang-undengan dan hukum
internasional

Yunsdiksi dalam peceeakan xedaulatan dan hukum
terhadap kapal asing yang scdang melincasi laut teritorial
dan peraiten kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai
dengen keientuan Feratiran perundang-undangan dan
hukum internasonal.

Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan
wilayah  yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan
patroli keamanan dan keselarmatac d8 wilayah perairan
dan  wilayah yunsdiksi lodonesia, dibentuk Badan
Keumanan Laut,

Fazal &0 ...
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Pasal &g

Badan Keamunan Lact sebagaimana dimedosud daleon Pasal
5% ayat (3 merupakan lembaga pemerintah nonkermenterian
vang herkedudukan i bawah dan bertanggung  javwahb
langsung  Lkepada  Presiden melalul menlen yaog
mengoordinasikannya.

i"asal &1

Badan Keamanan Laul mempunyai tugas melakukan patooli
keamanan dan xeselamatan di wilayah perairan Tndoneszia
dan witayah yunsdiksi Indonesia.

Pasal 02

Dalam melaksanekan  1upas, Badar Keamanan Lot
menyelenggarakan funpsi-

a. mecnyusun xebijakan nesionsl di bidang keamanan dun
kesclamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayshb
yurisdiksi Indonesia;

b, menyelenggarskan sistem peringatan dini kcamanan dan
keselamatan di wilayah perairan lndonesia dan wilayah
yiurisdiks Indonesia;

¢. melak=anakan penjagaan, pengawesan, pencegahan, dan
penindakan pelanggaran hukum di wilayah  peraican
Indencsia can wilayah yursdiksi Indonesia;

d. wmenyinergikan  dan  momonitor  peiaksanaan  patroli
persiran clen instansl terkail

€. memberikan dukungen teknis dan operasional kepada
inglunsi terkait,

. memberiltan bantuan pencarian dan  perleclongsn di
wilayah perairar  [odonesia dan wilayah  yurisdiksi
Indonesia; dan

i Fl'lE:L:ElkSEL['lEan tugas lain dalam aistem  pertahznan
naswenal,

Pazal &3 ...
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Pasal 63

1) Dalam melaksanakar tugas dan funpgsi sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal B dan Pasal 62, Badan
Keamuaran Loyl berwenung:

a. melakukan penpejaran seketika;

b. memberhentikan, memeciksa, menangkap, membawa,
dan menyerabkan kapa] ke instansi terkait vang
berwenang unluk pelaksanaan prosez hukum lebib
lanjut; dan

c. méngintégrasikan sistem informuasi keamanan dan
keselamzian di wilavah persiran Indonesia  dan
wilayah yurisdiksi Indonesia.

() Kewenangan scbagaimana dimaksud pada ayat |1]
dilaksanakan sccara terintegrasi dan terpadu dalam satu
kesatvern: komendo dan kendali,

Pasgl &3

Kebijakan nasional di bidang keamanan dan kesefarmatan di
wiiayah perairan Indonesia dan wilsvah yurisdiksi Indoncsia
stbegrmana dimaksud dalam Fasal 62 baruf a ditctapkan
aleh Presiden.

Pasal £
(1} Badan Keamanan Laut dipimpin uleh seorang kepala dan
Cibartu meh sekretanis utama dan Leberapa deputi.

(4] Hepala Badan Keamanan Laut dijabet oleh personal dari
instans! penegak huboum yang memiliki kekuatan armeda
palroli

(3] Kepaia  Badar  Keamanan  Laut  diangkat  dan
diberhentilkan oleh Presicden.

Pasal AG

Persona) Badan Keamanan Laut. terdic atas:
8. pEgaw betap; dan
. pEgawai perbantuan.

Pasal &7 ...
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Pazal &7

Ketentuan lebih lamput mengensi slrukiur organisasi, teta
<erja, dan personal Badan Keamanan Laat diatur denpan
Peraturan Presiden,

Pasal 63

Peraturan Presiden tentang strakiur organisas, taia kerja,
dan personal Badan Kesmanan Laut harus sudah ditetapkan
dulam waktu paling lama & [enarm} bulan scak Undang-
Undang ini ditetapkan.

BAB X
TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN LAUT

Pasal 69

(1; Pemerinlah  menetapkan  kebiaken tata kelola dan
selemoagaar: Taut.

I2] Kebjjakan  lala  kelela  dun kelembagaan  Laut
s¢buguimana dimaksud pada ayat {1) meliputi rencana
pembangunan sistem hukay: dan tata  pemerintahan
serid sistern perencanaan, koordicas:, pemonitoran, dan
cvaluasi Pembangunan Kelactan vang efekril dag efisicn.

(3] Dalam menyusun kebijaken tata kelola dan kelembagasn
Lau: sehbapaimans Jdimaksud wada ayat (1), Pemerintah
meiakukan penatasn hukum laut dalam suatu sistem
hukum nasional, baik melalui aspsk publik maupun
aspek  perdats dengan memperhatikan hukum
internasional.

[4) ketentuan lebih lanjur mengenai kebjokan tata kelola
dan kelembagaan aut sebagaimana dimaksud pada ayal
(1} diatur dalam Peratucsn Pemerintal,

BAR X1 ...
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BaBb Xl
FERAN SERTA MASYARAKAT

Pusal 70

Penye.engparaan Pembanpgunan Kelautan dilakukan cleh
Pemerintah dan Pemerimiah Dacrah dengan melibatkan
[T ¥erla masyarakat.

Peran seria masyarakat sebagaimany dimaksud pada
ayat (1] dapat dilakukan sccara persearangan, kelompok,
ntganisasl  profesi, Dbadan  wsaha, atau  organisasi
kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan
dady kermitraan.

Peran scria masyarvakat dalam Pembangunan Kelautan
sebapaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
partisipas dalam:

a. penyusunan kebijalan Permbangunan Kelautan:
b. Pengelolaan Kelagran,
c.  penpermbangan Kelautan; dan

d. membenkan masukan dalam kegistan evaluasi dan
penpawiLEan.

Ferarn sera masyarakat selain schagatmana dimaksud
pada ayat (3) dapat dilak:kan melalui partisipasi dalam:

a. rmelestarikan mlai hudaya dan wawasan Dabari serta
mercvitalisazi hukum adar dan kearfan lokei di
Eidang Kelautan; atay

b, peiindungan dun sos:iabsasi  peninpgalan  hudaya
hawen air melalyi usaha preservasl, restorasi, dan
koviserast,

khetentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara
peran wseriy masyarakat dalam Pembangunan Kelautun
stbagaimana  dimaksud pada ayat [1) diatur dalom
Peratiican Pemerintak.

BAR XI1 ...
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- BAB XII
EETENTUAN PERALIHAN

I*asal 71

(1} Badan Koordinasi Keamanan Laut tetap menjalankan
tugas den lunpsinya sampai dengan terbentuknya Badan
Keamanan Laut sebapaimana dimaksud dalam [Pasal &9
avart [J].

(2] Sebelum terbentubknys Bacan Keamanan Laut, kegiatan
dan pregram  kerja yang dilaksanakan oleh  Dadan
Koordinasi Keamanan Laut diseataikan dengan Undang-
Undang mi.

BAB X!
BRETENTUAN PENUTUP

Pasgl T2

Pada saat Undang-Undang ini mulai beraku, kerentuan
mengenai  pembentukan  badan  koordinasi  sebagaimana
diatur dulem Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1996 tenranpg Perairan [ndonesia (Lombaran Negara
Eepublik Indonesiz Tahun 1996 Nomor 73 Tambahan
Lembarar Negara Republie Indoncsia Nomar 2647) dicabur
dan dinyatakan tidak berlaku.

Posal 73

Peratiran  pelakzarasan Undang-Undang imt harus telah
ditetapkan paling lambat 2 [dua) tahun setelah berlakurva
utlang-undang ini.

Pasal 74

Undang-Undang  ini  mulai berlaku  pada tanggal
divadunglcan.

fgar ..,
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Agar  sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundengan Undang-Undang ind dengan penempatantys
dalam Lembaran Negara Repulihk Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada langeal 17 Gktober 2014
FRESIDEM REPUBLIK INDONES]A,

ted.

DR, H. SUSILO BAMBANG YULHOYONC

Civndangkan di Jeharta

pada tangpal 17 Cktober 20249

MENTERI FIVKUM DAN HAK ASAZI MANTSIA
EEFUBLIK INDONESIA,

kel

AMIR SYAMBUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESTA TAHUN 2014 NOMOR 264

2alinan sesuail dengan aslinyva
KEMENTERIAN SEKEETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDOMNESIA
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Indunesia merupakan regara <epulaliun terbesac di dunia dengan
potensidan kekayasn alam yung berlimpah sebagai karunia Tuhan Yang
Maha Esa memiliki tmakna yang sangat penring bap bargsa [ndonesia
scbagal ruang hidup [lebenstraum) dan ruang juang scria media pemersatu
¥ang menghubungkan pulau-pulay dalam satu kesaruan idleclogi, politik,
ckonemi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam suaty waduh
ruang wilavah Negara Kesatuan Republ:k Indonesia.

[ua pertiga duri wilayah Indonesia merupakan Laut dab merupakan
zalah satu negara yeng memiliki paris panlal terpamjang di dunja,
Dd samping itu, secara geografis indonesia lerlctak diantara dua benua,
yaitu Benua Asia dan Benua Australia dan dua sarmudera, vaitly Sarmuders
Hindia dan Samudera Pasifik vang merupakan kawasan paling dinamis
dalarn percaturan Kelautan global, baik secara ekonomis maupun politik.
Letak peografis yvang stratepis tersebigt menjadikan Indoresia memiliki
keunggulan serta sekaligus ketergantungan yang tinggl terhadap biclang
Kelauran.

(M samping keunggulan yang bersifat komparaiil berdasarkan letak
geografis, potens: sumber dava alam di wilavah Laut mengandung sumber
dava hayati  alaupun noctayati  yang sangal  bermanfaal  bagi
kelangsungan hidup masvarakal, Potensi lersebuc ddapat diperoleh dari
dasar Laut dan tanah di bawalinya, kolom air dan permmukaan Laut,
lermasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau keril, sangat logis jika ekonomi
Kelautan dijadikae rumpuan bagi pembangunan ekonomi nasiorgl, Olek
karena itu, Laut Tndonesia harus dikelola, dijaga, dimanfaatkan, dan
dilestarikan oleh masyvaraka: indonesia sesyai dengan yang diamanatkun
dalarn Pasal 33 Undang Undang Dasar Megara Republik Tndonesia Tahun
1945, Belain kekayaan yang ada, keungsular komparatil yang dimiliki
perli dijabarkan menjadi kekavaan yang komparaiif,

Calam ..,
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Dalam perjalanannya negara Indonesia mengalami 3 [Liga) morien
vang menjadi pilar dalam memperkubuh zeberadaan Indenesia menjadi
suatc negara vang merdeka dan negara vanp didasarkan alas Kepulauan
sehingga diakui oleh dunia, yaita:

1. Bumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktuber 1928 yang menyatakan
kesatuan iejiwaan kebangsean lodonesia,

2, Prokiumasi Kemerodebasn pade lanepal 17 Agustus 1945 vang
menyatzkan bahwa rakyut Indonesia telah menjadi saru baogss VETIE
mein hiduyp dalam saty kesatuan ketiewaraan: dan

3. Deklarasi Djuenda tanggal 13 Desember (957 vang menyatakan bahwa
Indoncsia  mulai memperjuangkan  kesatuan kewilayabhan  dan
pengakuan secara de jure vang tertuang dalam Konvensi Perserikatan
Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut [9E2 {Uarted Nations Convention
on the Law of the See/UNCLOS 1982 dan vang diratifikasi oleh
Indenesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985,

Fadz =aat RKepublik Indonesia diproklamasikan  berdasarkan
Peraturan Perglihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,
leber laur teritorial berdasarkac Teritoriale Zee en Mantime  Kringen
Urdenontte (TZMKO] Tahun 1929 adelah bahwa icbar laul roritoral
Indenesiy hanya melipati jalur-jaior Laut yang mengeliling setiap pulawg
atau bagian pulau Indonesia yang lebarnya hanya 3 {tiga) mil laur. Hal itu
berarii bahwa diantara pulau pllin Jawa dan Kalimantan sertq antara
Nusn Tenggara dan Sulawesi ferdapat lau lepas. Pudy sant kemerdekann
batas wilayah Indonesia tidax jelas karena Undang Undang Lasar Negara
Republk Indoncsia Tahun 1945 Gidak menunjuk wilayah negara Indonesis
secara nyata, Wilayah negars Indonesia pada  saat dipriklamasikan
menjadi negara yang merdeka dun berdaulat dalam wilayah negura belas
jajabun atau kekuasazn Hindia Belanda. 17al itu sejmian dengan prinsip
hukum internusional w posidetis jurts. Selain itu, {UIndang Undung Dasar
Negara Republik Indeonesia Tahun 1945 tidake mengatur kedudukan laur
teritorial.

Kondisi kewilayahan seperts tertuang dalam TEZMED talhan 1939
dirilai kurang menguntungkan seria menyulilkan Indonesia dalam sem
pertabanan.  Oleh sebab itg, dilakukan Lpaya  untuk  mevajudkan
kesatuan wilayah kepulauan musantars YALE Mmerupadan kKesatuan dar
wilayah daral, Lauc, termasuk dasar Laul dj bawahnya, udara di atasnva,
dan seluruh kekavaan yang terkandung di dalameya merupakan suatu
kesatuan kewtlayvahan.

Perjuangar ..,
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Ferjuangan untu« mewyjudkan kesatuan wilayvah tersebul ditengparai
dengan Deklarasi Djvanda yang berdasarkan pertimbanpan  politis,
googralis, ekonormis, pertahenan, dan keamanan, Di dalam Deklarasi
Djuanda, Indunesia menyatakan bahwa sepala perairan di sekitar, di
antard dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau
yung termasik daratan Negara Kesatuan Republik Indoncesia deogan tidak
memandang Juas atau lebamya adalah bagian-bagian yang wajar daripada
wilayuh daratan Indongsia dan merupakan bagian dari perairan nasional
yang berade di bawah kedaulatan mutlak dari Indonesia,

Untuk memperjuangkan wilayah Indonesis sesuai denpan Delklarasi
Djuanda, dalam Konferensi Perserikutun Bangsa-Bangsa tentang 1ukm
Lavul yang pertama lshun 1958 di Jenewa, delegasi Indonesia untuk
prrtama kalinyy mencetuskan pgagazan Kkonsepsi negara kepulauar.
Deklarasi Djuanda dilbuxubkan dengan Undang-Undang Nomor 4/Prp
Tahun 1960 tentang Wilayah Prraran yvang menctapkan Laut teritorial
Indonesia selebar 12 (dua helas) mil laat dari garis pangkul kepulauarn
Indonesia. Zelain itu, disebutkan pula babwa peraiqan yang ierletak di sisi
dalam garis pangkal lurus yang menphubungkan tilik-ttik  terlyar dari
pulau-pulau dalarn Negara Kepuliuan [ndoresia merupakan perairan
pedalaman tempat Indonesia memiliki kedawlatan mutlak.

Ferjuangan delegasi [ndonesia dalam ranpks penpakuan koosep
iegara Kepulauan terus dilakukan 4 Konfersnsi Perserikatan Bangsa
Bangsa tentang Hukum Laut yang kedua dan ketiga. Althirnya, pada
sidang kedua belas Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Hukwn Lawt Ketiga, nuskah Kenvensi ditandatangani cleh 119 [seratus
sembilan belag) negara dan resmi menjadi Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang Hukum Laut 1982 vang terdin atas 17 [lujub belas) bah
dan 320 (tiga ratus dua puluh tasal. Konvensi tersebut mengaku kensep
hukurn Negara Kepulauan dan menetapkan bahwa Megara Kcopulauan
berhak vnluk menarik gans pangkal Kepulauan untuk menpgukur iaul
teritonal, zona tambabar, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen,
sedangkan perairan yang beruda di sisi darat gans pangkal diakui zebaga;
perdiran pedabaman dan perairan lainnya yang berada di antara pulat-
Pulau yang beradas di sisi dalem garis pangkal diako sebagai peraitac
Eepulauan. Akan tetapr, peleksanaan kedaulatan di pecaican Kepulavan
dalarn UNCLOES 1982 menghormati hak repara lain avas hak lintas alur
laut kepulauar,

Penambahsan luas perairan Indonesia sangatlah signifizan dan harus
dilihat bukan saja sebagai asct nesicnal, meloinkan Suga merypakan
tantangan nyata bahwa  wilayah Laut haros  dikelola, dijaga, dan
diamankan bagl kepentingan banesd lndonesia,

Pembangunan ..
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Pembangunan Kelaatan hingge sast ini masih meaghadapi berbagai
kendala di dalam pelaisanaannya. Hal serscbut disebobltan belum adanva
undang-undang  yang secara  kompreheonsil mengatur  keterpaduan
berbapgal kepencngan sekrer di wilayah Laut. Kendala tersebut dapart
ditemukan, baik peda lingkup pecrencanaan, pemanfaetan,  serta
penpawasan dan pengendalian.

Lieh aebab itu, perlu pengaluran mengenai Kelautan yang beriujusn
mencgaskan !ndonesia sebagsl Megara Kepulauan beroin nusantara darc
maritim, mendayagunekan Sumber Daya Kelauten dan/atau kegiatan di
wilayah Laul sesuai dengan Xetentusn peraturan perundang-undangan
dan hukum laut intermasional demi tercepdinys kemakmuran bahgss
dan negara, mewujdkan Laut yang lestari scrta aman sebagai ruane
hidup dan ruang juang bangsa Indenesia, memanfaalkan Sumber Daya
kelautan sccara berkelanjulan untuk  sebesar-besurnya  kesejahteraan
bagi penerasi sckarang tampa mengorbankarc kepentingan  generasi
mendatang, memajukan budava dan  pengetahuan  Kelautan hagl
magyarakat, mengembangkan sumber daya manusia di bidang Kelautan
yang prolesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan
kepenlingan nasioral dalam mendukung Pembangunan Kelautan secars
optimal dan rerpadu, memberikan kepastian huxum dan mranfaat bagi
zelumih mnasyurakat sebagal Negara Kepulauan, dan mengembangkan
peran Megara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan Kelautan
glebal sesuan dengan hukum iaut internasional untuk kepentingan bangsa
dan negara.

Penyelenggaraan Kelautan juga dilaksanakan berdasarkan asas
keberlanjutan, kongistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan,
pemerataan, peran  serta mdsyarakat, kelerhukuaan, desentralisasi
akuntabilitas, dan keadilan, Lingkup pengaturar delam penyelenggaraan
Kelautan melipud walayab Laut, Pembargunan Helautan, Pengelolaan
Eelaulan, pengembungan Helauwlan, pengelolaan ruang Lavt  dan
pelindungan lingkungar. Laut, pertahanan, keamanan, penegakan hukurmn,
keselamaran di Laut, tara kelola dan kelembagaan, serta PEran serta
masvarakat.

. PASBAL DEMI PASAL

I'asal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ...
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Fayal] 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebeclanjuian” adalah  pemanfaatan
Sumber Daya Kelautan yung tidak melampaui daya dukung dan
memiliki kemampuan mempertahankzan kebutuhan generasi yuny
akan datans.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konaistensi™ adalah  konsistensi  dari
berbagal mnstansi dan lapisan pemerintahan dari perencanasn,
peiaksanaan, pengawasan, dan pengendalian untuk raeclaksanakan
program pengelolaan Sumber Daya Kelautan,

Hurul o

Yang dimaksud dengan “kKeterpaduan” adalah integrasi ketwjakan
Kelzutan melalui perencanaan berbagai sektor permerintahan secara
horizontal dan secara vertikal antara Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

Hurul

Yang dimaksud dengan  “kepastian  hukum®  adalah  seluruh
penpelslaan dan pemanfaatan Kelautan yang didasarkan pada
ketentuan hukurco,

Huruf &

Yang dimaksud dengan “kemitraan™ adalah kesepakatan kerja sanma
antarpihak yang berkepentingar berkailen denpan pengelolaan
Sumber Caya Kelautan,

Hurufl f

Tang dimaksud dergan “pemerataan’ adalah pemanlaatan poter:si
Jumber Daya Kelautan yang dilakubkan untak sebesar-hesarnya
kemakmuran rekyat dan kesejahteraan wnasyaralkear,

Hural g

Feran seria masyarakat dimaksudkan agar masysrakat NS p Uy al
perén  dalam  perencanaan,  pelaksaowan,  pengawasan,  dun
pengendalian dalam penyelengearsan Kelautan.

Huruf ...
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Hural o
Yang dimaksud dengan “keterbukasn” adalab adanva keterbukaun
bagy masyaraka: vntulk memperoleh informas: yang benar, jujur,
tlun tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan Kelautan dar
tahap perencanaan, pemenfaatan, pengawasar, dan pengendaliig
dengan tetap tnemperhatikan pelindungan atas hak asasi pribadi,
polongan, dan rahasia negara.

Huruf i

vang dimaksud dengan “desentralisusi” adalah peliunpahan sebagian
urusan pemerintahan yang mernjadi kewenangan Pemerintah kepada
pubcrnur sebapai wakil Pemerintah, kepada instansi vertikal di
wilayah terteniu, dan/atau kepada pubernuc dan bupati/wali kota
sebagal penanggung jawab Grusan pemetintahan umum.

Huraf |
Yang dimaksud dengan “akuntamlitus™ adalah penyelenggaramn
Kelautan dilakukan sCCars terbuks dan dapa*
dipertanggungawabkan.

Hurul k

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalal: materi muatan Undang-
Undang ini harus mencerminkan hak dar kewajiban sccara
praporsional bagl setiap warga negara.

Pasal 3
CLrkup jelas.

Pasal 4
Cukup jclaz.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pazal &

Cukup jelas.

Pasal 7 ...
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Pasal ¥
Ayat [1}

Huruia
Yang dimaksud dengan “pergiran pedalamen” adalah scmua
peratran vang terietak pada sisi daral dari garis air rendah
pantai-pantar Indnnesia, rermasul kedalamnya semua baplan
dari perairan yang terletak pada sisl darat dari suatu garis
PETILELY.

Hurul b
Yang dimaksud dengan “peraitan Kepulauan® adaiah semua
poTauran  yang terletak pada  sisi dalam  paris  panpkai
kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atav jearak dari
pantal,

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan®laus teritorial" adalah abur Lauwt
sclebar 12 [dua belas) mil laut vang diukur dari garis pangkal
Kepulavan [ndonesia,

Ayat ()

Huruf a
Yang «Jdimaksud dengan “zons tambahan” adalah zona yang
febarnya tidak melebihi 24 (dua puluh empat] mil laut yvang
diukur dari gars pangkal dar mawna lebar laut rteritarial
diakur.

Huru!l b

Yang dimakstnl dengan *zona ekonami eksklusil ndonesia"
adalah suau arca di luar dan berdampingan dengan laut
teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-
Andang vang mengatic mengenai porairan Indonesia dengsn
batas tenioar 200 |[duw reius) mil laot dari garis pangkal dart
mana lcbar laul terilorial diukour.

Huruf c

Lardas kontinen meliputi dasar Laul dan tanah dibawahnya
darl arca di bawah permubaan Laut yang tecledak di luar laut
teriforial, sepanjang  kelunjutan alamiabh wilayah  daratan
hingga pinggiran luar 1epi kontinen, atau hinges suatu jarak
200 (dua ratus) mil leut dari garis panglal duri mana lehar
laur teritorial dicliar, dalam hal pinpgiran [uar tepi kontinen
tiduk mencasai jarzk tersebut, hinged paling jaub 350 [tipa
ralus lima puluh) mil Jaut aten sampai dengan jarak 100
[seratus) mil laut dari gans kedalaman (isobath] 2.500 [dua
Tibu lima ralus) meter

Ayat (3] ...
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Ayar (3

Cukup jelas
Azat (4]

Cakup jelas.

Pasal &
Culkoup jelas,

Fasal 9
Culiup jelas.
Pasallg
Cukup jelas.
Pagal 11
Ayar [1]
Cukup jelas.
Aval (2]
Hurufa
Cukup jelas.
Hurui b
Tang dimaksnd dengan “siaran gelap” adalah ransmisi svara
radio atazu siaran televisi dan kapal ataw instalasi di laut lepas
vang ditukan untuk penerimaan  olch umum  vany
sertentangan dengan peraturan  internasional, tetapi tidalk
termasuk di dalamnya transmisi permintaan pertolonpan.
Huwuafl ¢
Cukup jelas.
Hurul 4

Pengejaran sekelika di laut lepas dilakukan terhadap kapul
asing alau salah satu dar sehocinya yang diduga melakukan
pelangparan  hukum  sebapei  kelanjutan pongejaran yang
dilakukan sccara tidak lerputus dari perairan pedalaman,
perairan Kepulavan, laat  teritorial, slau zona  tambeahan
(ndunesia,

Hural'e ...
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Huruf e
Cukup jelas,
Hural f
Cukup jelas.
Avar (3
ukuo jclss.
Avat [3]
Cubkup jelas,

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas

Fasal 14
Avat [1]

Yarg dimaksud dengan “ckonomi bima” adalah sebuan petidekatan
untuk meningxatkan Penpgelolaan Kelauran berkclanjutan serta
kongservasi Laur dan sumber dava pesisir beserta ekosislemnya
I:IE.Ll.E.I'.‘I'I. rangha mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-
prinsip antara lain keterlibatan masyarakal, efisicnsi sumber daya,
meminimalkan limbah, dan nilai tambah ganda [mudiiple FELERLE)

fovar (2]

Cukup jclas.
Aval (1]

Cukup jelas,

Pasal L3
Culkip jelas.

FPazal 1&
Cukup felas,

Pasml 17...
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FPa=zal 17
Cukup jelas.

Pasal 14
Culoup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pagal 20
Cukup jelas.

Cukup jelas,

Ayar{1]

Culeafs jelas.

Avart |2)

Cukup jelas.

Ayat (3]

Yang dimoksud dengan “sumber daya havat" meliputi kan,
terumbu karang, padang lamun, mangrave, dan hiota Laut lain.

Yang dimaxsud dengan “sumber days nenhayali® melipudd pasir, air
Laut, dan mineral dusar Laut.

Yang dimaksud dengan  “surher  daya  buatan® melipuoti
infrastruloour Laut yang terkair dengan Kelautan dan perikanan,

Varg dimaksud dengan Yjasa lingkungan” berupa keindaban alam,
permukaan dasar Laut tempal instalasi bawah air vang terkait
dengan Kelautan dun penkanan, serta energi gelombang Laut.

Pas=al 23 ...
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Pasal 23
Ayat (1]

Yang dimaksud dengan ‘samber daya 2lam nonkonvensional”
adalah sumber dava slam yang belum dirmanlzatcan secara optimel.

Ayat (2]
Cukup jelas,

Pasal 24
Culup jclas.

Fagal 25
Avat [1]
Cukup jeias.
foyal [E)

Yung dimaksud dengan "industri bictekneologi™ adailab seperanghal
teknolegl vang moengadaptasi dan memeodiikasi erganisrae biolagis,
prozes, produk, dan sistcm vang ditcmuokan di alam untak fujuan
memprodubks barang dan jasa.

Avart (43)

Cukup jelzs.
Avat (4]

Cukup jelas.

Pasai 25

Culiop jelas.

Pasal 27
Ayat (L)
Cukup jelas.
Avat (2]
Cukop jelas

Avat (3 ...
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Ayat (3]
Cualeup jelas.
Aorat (4]
Hurul s
Cukup jelas.
Humfl b
Cukup |elas.
Huruf ¢

Cukup jeiag,
Flyref o

Cubkup jelas,
Hurul ¢

Culsup jelas,
Hucul'r

Cukup jelas.
Hural g

Tang dimaksud dengan “jasa konstruksi® meliputd lavanan jasa
kensultas) perencanaan pekerjaan keostrukal, layanan jasa
pelaksanaan pekerjaan Konstraksi, dan lavanan jase kKonsaltas
pochgawasan konstrossi

Huruf h
Cukup jelas.
Avat (3l
Cukp jelas.

Pasal 28
Culup julas,

Paszai 29
Avat|l]
Cukup jelas.

Avat (2] ...
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Ayal (2
Cubkup jelas.
Ayat |3)

Yang dimaksud dengan "kapal pgernerasi mutakhir" adalah kapal
vang dirancang bangun dengan mempergunakan teknologl maju,
ramah hngkungan, dan memiliki ringkat keselarnatan yang Lnge
dalam pengoperasiannya.

Yang dimalksud denpan “pelabuhan hub™ adalah pelabuban wtamas
orimer yang oerfungsi mejuyani Kegiaton dan alib muaran angkutan
Laut nasional dan internagional dalam jumiah besar dan jangkauan
pelayaran yang sangat iuas serta merupakan simpul dalam jaringan
lranspartast Laur internasienal.

Avat (4)
Cukup jclas.

Faszal 30
Cukup elas

Pasal 31
Cokup jelas,

Pasal 32
Ayat |]]

Yang dirmuksud dengar *bengunan dan instalasi di Laut™ adalsh
seligp konstruksi, bailkk yang berada di ates dan/atau di bawah
poimukaan Lavl, yang menempe: pada dardlan, maupun yang odak
menempel  pada daratan, antara  lain konstruksi relklamasi,
prasarang pariwisala Kelautan, dan prasarana perbubungan.

Borat [

Cuiup jclas.
Ayal (3]

Cukup jelas.
Ayat (4]

Yang dimaksud dengan "mempertimhbangkan zclestaman sumber
dava pesisir, Laut, dan pulau-pulau keccil” artara luin pelindungan
terhadup erosi pantai dan pelindungar terhadap ckosistem pesisir
dan Laur.

Avat [3] .
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Ayl (D
Cukup jclas.

Pasal 33

Cukup jelas,

Pasal 34

Cukup jclas.

Fasal 35
Culiup jelas,

Pasual 26
Cukup jclas.

Pagal 37
Ayat [1]

Pengembangan sistem penelitian, pengembanrgan, serts penerapan
llmu pengetabuan dan tekuologi Kelautan, termasubk di dulamnya
bicfarmakelogi Kelautan.

Avar [3)

Cukup jelas.
Ayat [3}

Cukup jewss,
Ayal |4)

Cukup jelas,

Pasal 38
Cukup jelas,

Pasil 29
CUukup jeias.

Pasal 40 ___
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Ayal (1]
Cukug jelas.
Avat [Z]

Huruf a

Cukup jelas.

Hurf b
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Yang dimaksud dengan “tala spasial® merupaktan data yang
berkaitan denpan lokasi keruangsn vang umumnya berbentuk

peta.
Huruf ¢

Cukup jelas,

Axat [3)

Culkup jelas.
Ayar 4]

Cubkup jelas,

Paszal 4]
{Tukup jelas.

1*asal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1]

Pereccanaan  ruang  Laut  merupakan  suatu proses  untuk

menghasilean rencana tata ruacg Laur dan/atav rencana 2onas
uniuk menentukan siruktur ruang Lauc dan pola ruang Laut.
Studtur ruang Laut merupakan sUsunan pusat pertUmbuohan
Kelautan dan sistem jaringan prasacses darc saraes Laut yang
berfungsi scbagar pendukung kegiatan sosial ekongmi nasyarakat
yang secara hitrarkis memiliki hubungan funpsional.

Pola ..
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Pola ruang Laut mehpull kawasan pemanfzatan uroum, hawasan
kensecrvasl, alur Laut, dan kawasan strategis nasional terlento,

Perencanaan ruang Laut dipergunakan untuk menentukan kawasan
vang dipergunakan untuk kepentngan ekonomi, sosial budarya,
misalnys, kegiatan perikanan, prasarata  perhubungan  Laut,
industri matitim, pariwisata, permukiman, dan pertambangan,
unfuk melindungl kelestarian Sumber Daya Kelautan, scrie untuk
menentukan perairan vang dimanfietkan untuk alue pelayaran,
pipa atau kabel bawah Laur, dan migrasi biota Laur.

Huruf a

Perencanaan lale rusng Laut nasional mencakup wilavah
peraivan dan wilayah yursdiksi,

Huruf &
Cuknup jelas,
Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (2]
Cukup jelas.
Axat [3)
Cukup jelas.
Ayal (4]

Rencana zonasi kawasan strategis nasional [(KSN) merupslkan
rencana yang disusun untuk mencntukan arahan pemanfaatan
ruang kawasan strategis nasions],

Rencana  zonesi kawasar  strategis  nasional  tertentu  (KSNT)
merupakan rencana yang disusun untik menentukan arohan
pemanilaatyn ruang di kawasan strategis nasional tertenea.

Tang dimaksud dengan “kawassn  antarwilayah® antara  lain
meliprati:

€. teluk  rmusalnya Teluk Tomint, ‘Peluk RBone, dan  Telux
Condrawasih;

b selat misalnya Selar Makassar, Selal Sunda, dan Selat kanmata:
riaey

€. Laubmisaloya Laut Jawa, Lags Arafurs, dan Laut Sawm,
Aval {S]
Cubup jelas.

Pasal 44
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Pusal 44
Apat ()
Hurufb a
Ferumusan kebijakan strategis cperasionalisasl rencana [ana
ruang dan/atau rencana zonasi dilakukan penclapan pola ruang
Laut ke dalam kawaszan pemanfzalan umum,  kawasan
Konservast, kawasan strategls navional terteniu, dan alur Laut
Huruf b
Ferumusan  program  sekioral  meropalkan  penjabaran
pemantasdlan rusng beserta pembiayaannya yang dilskukan
secara bertahap sexusl dengan mngka waktu indikasi program
utama pemanfaatan ruang yvang wermual dalam rencana tata
ruang dat/atau zonass.
Hurul ¢
Cukup jelns.
Ayar {2]

LCukup jelas,

Pasal 45
Ayat (1)

Tindakan pemantauan, evalussi, dan pelaporan terhadap
pengelelaar riang Laul merupa<an kegiatan mengamat dengan
cermat, menilai tngkal péndgpmian rencana sccara objektil, dan
membearikan informasi hasil evaluas secara terbuka,

Ayat (2]
Cukup jelas.

Fazal 46

Cukup jelay.

Pazal A7
Avat [1)

Yang dimaksud dengan “iin lukaesi™ meliputi izin yang diberiean
untuk memakfadatkan ruang dan schagian perairan Laut yaog
mencakup  permukaan Laut dan kulom  air sampal dengan
permukaan dasar Laut pada batas keluasan rertertu.

Avat (2] ..
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t[2)

Culouap jelns.

Aya

t [J3)

Culouap jelas.
Azat (4)
Culaap jelas.

Fasal 4%

Cukup jelas.

Fasal 49

Cukup jelas.

Pasal 34

Hurula

Konzervasi Laut dilakukan untuk melindungl, melestarnikan, dan
mematfaatkan sumber daya Laut, ermasuk ekosistem, jenis, dan
genetik untuk  menjamin keberadaan,  ketorsediazn dan
kesinambungarnya dengan tetap memclihara dan meningkatkan
kualitas nilai keanckaragaman sumber daya Laut. Upaya konscrras]
Laut termasuk pelindungan dan pelestanan biota  Laat wvang
memilikl daya jelayah dor ruaya jouh sepertl reptil [(berbapal jenis
penyu Lautf dan maralin Laut {paus dan dugong) serta dalam
rangka pelindungan situs budaya dan firur peomariologi Laut seperts
gunung Laut,

Hurul b

Yang dimalksud denpan “penpendalibn Pencemaran Lawl® adalab
kegiatan  yang  melipati peneegahan, penanggulangsn,  dan
prmulihan.

Huecuaf ¢

Yang dimaksud  denpan  “penanggulangan  bencana" adalah
zerangk=lan upaya yang  meliputi | penetapan kebijekan
pembangunan yang berigiko timbulaya  bencatia,  Regiatan
poncocEgahan bencana, tanggap daturat, dan rchabilitasi,

Huruid ...
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Huzouf d

Yang dimaksud dengan “kerusakan® adaiah perubanan langsung
dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atan
havad lingkungan Laul yang berdampak merugikan bagi sumber
dava Laur, kesehatan manusia, dan kegiatan Kelautan lainnya,

Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasgal 53
Ayal (1)
Cukup jclas.
Byrar (2]
Cubkup jelas.
Awvat 13)
flurul a
Yang dimaksud dengan “fenomena pasang mecab (red tide)”
adalah sebuah fenomena alam air Lautl yany berubah warna
vang disehabkan olsh frtoplanklon sehingps  inenyebablan
sematian massal biota Laul, perubahan stukiur komunitas
ekosistemn peralran, serta keracunan yang bisa menyebablkan
Kernatian pada manusia karena flop:ankton mengelusrkan
TACUN.
Hurnal b
Cukup ielas.
Hunal <
Cukup jelas,
Hural d

Yang dimaksud dengan "dispersi (hecmal” adelah seharac
panas di Loagt.

Hurufe ...
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Cukup jelas.

Aval (4

Cukup jelas,

Pasal o4

Cukup jclas.

Pasal 55

Cukup jelas.

FPazal 5&

Cukup jelas.

Prsnl 57

Cukup jelas.

|*asal 55

Cuxup j2ias,

Pusal 54

Cukup jclas.

Puan, 65

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jtias.

Pasial 52

Cuxup jelas.
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Pasal 63 ...



PRESIDEN
HEF'UHL R WL HHES|L

-21 -

Paszal 53
Avat [1]
Hurud o
Cukup jelas.
Huruf b

Menyerahkan Kepal ke instans: terkanl yang berwenang dapat
dilaksanakan ponyerahan fi Laut atau di pelabuhan terdeleat.

Hurul e
Cukup jelas.
Ayal 2]
Cukup jelas.

Paca] 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jclas.

Pasal 6af

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pegawal tetap” adulah pegawal vang herasal
dan internal Badan Kesmanan Lout.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pegawal perbanivan” adalah pegawai yang

berasal dart instansi penegak hukum yang diperbantulzan di Badan
Keamanan Laut.

Pasal 67

Cukup jelas.

Basul 68 ..,
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Pasal &8
Cukup jelas.

Pasal 69
Culeup jelas.

Pasal T{
Cukup jclas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Fasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cuxkup jelas.

Pusa] T4

Cusup clas,
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